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Ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada bulan Juli 1997, sarana hukum yang dapat dijadikan
landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang. Namun, mengingat peraturan kepailitan Faillissementsverordening dirasa sudah tidak
memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman, maka atas desakan IMF pada tanggal 22 April 1998
dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang K epailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang
No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Dalam UU No. 4 Tahun 1998 terdapat
beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. K etidakseragaman pemahaman
terhadap hukum perdata materiil merupakan salah satu sumber permasalahan yang banyak menimbulkan
kontroversi dalam pelaksanaan UU tersebut. Disamping itu, beberapa kelemahan lainnya: pertama, syarat
kepailitan yang terlalu sederhana yang tidak mewajibkan hakim mempertimbangkan keadaan badan usaha
yang menjalankan perusahaan; kedua, tidak adanya kewagjiban untuk membedakan antara perusahaan yang
masih berjalan dengan baik atau yang sudah berhenti; ketiga, tidak adanya kewajiban mempertimbangkan
apakah perusahaan itu melibatkan ribuan tenaga kerja, dan keempat, tidak adanya kewajiban untuk
mempertimbangkan aset perusahaan yang besar dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Akibatnya,
proses kepailitan belakangan ini telah disalahgunakan untuk tujuan yang menyimpang dari filosofi dasar
hukum kepailitan oleh pihak-pihak yang memiliki sengketa cederajanji. UUK juga kerap digunakan oleh
kreditur kecil untuk mengancam bahkan memailitkan debitur besar yang secara finansial dalam keadaan
sehat. Pemailitan terhadap sejumlah perusahaan yang termasuk dalam kategori sehat menimbulkan preseden
buruk bagi sistem hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan dalam
masyarakat terhadap industri asuransi dan menimbulkan kegoncangan perekonominan nasional, serta dapat
menimbulkan ketidaktenangan dalam menjalankan usaha dan dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif
bagi usaha penamanaman modal di Indonesia. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan
keadaan finansial perusahaan, dampak sosial penutupan perusahaan, peran perusahaan asuransi yang sangat
penting bagi kepentingan umum dan stabilitas perekonomian nasional serta semangat yang melandasi tujuan
utama hukum kepailitan melalui terobosan ataupun temuan hukum.
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